Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PutysansBengadilan RainkoNemero i But.49234/PP/M.VIV19/2013

Jenis Pajak : Bea Masuk
Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap
penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1274/
WBC.06/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan
terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-10/WBC.06/
KPP.MP.03/2012 tanggal 24 September 2012;

Menurut Terbanding: bahwa  Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-10/WBC.06/
KPP.MP.03/2012 tanggal 24 September 2012 diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang
berdasarkan Nota Dinas Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai IX
Nomor 03/WBC.06/KPP.MP.030604/2012 tanggal 18 April 2012 hal Laporan
Pemasukan Dokumen (BC 2.3) Nomor 024816 tanggal 12 April 2012;

Menurut Pemohon : bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPP) a quo,
Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor S-106/FC-
KK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan dengan Keputusan Terbanding
Nomor KEP-1274/WBC.06/2012 tanggal 19 Desember 2012, permohonan
Pemohon Banding ditolak, kemudian dengan Surat Nomor 10.021/KK/1/2013
tanggal 21 Januari 2013 Pemohon Banding mengajukan Banding;

Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2006;

Pendapat Majelis : bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak menyatakan: “Selain dari persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal
Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding
hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar
sebesar 50% (lima puluh persen).”.

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda

Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sebesar
Rp.117.699.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp.58.849.500,00.

bahwa Pemohon Banding dalam berkas bandingnya melampirkan fotokopi
Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) lembar
ke-1 tanggal 15 Januari 2013, sebesar Rp.117.699.000,00.

bahwa Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan bukti asli Surat
Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) lembar ke-1
tanggal 15 Januari 2013 tersebut, karenanya Majelis berkesimpulan
permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36
ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.
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putusan. mahkarﬁglﬁ l§t"|l gqadmg Nomor: 10.021/KK/1/2013, tanggal 21 Januari 2013,
ditan atangam oleh Sdr. XX, jabatan : Direktur;
bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak menyatakan: “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak,
ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya” .

bahwa Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan bukti asli akta
pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang menunjukkan Sdr. XX
berwenang menandatangani dan mengajukan permohonan banding, karenanya
Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidak
memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding telah diundang dengan patut untuk menghadiri
sidang sebanyak 5 (lima) kali, namun hanya dihadiri oleh Pemohon Banding 1
(satu) kali yaitu pada persidangan hari kamis tanggal 26 September 2013.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan tersebut di
atas, Majelis berpendapat pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal
36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (3), Undang-undang Nomor
14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tetapi tidak memenuhi ketentuan
Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat
permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal
sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2002, karenanya tidak dapat diterima untuk
dipertimbangkan.

Memperhatikan  : Surat Banding Pemohon Banding serta pemeriksaan dan pembuktian di dalam
persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Memutuskan :  Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1274/WBC.06/2012 tanggal
19 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat
Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-10/WBC.06/KPP.MP.03/2012 tanggal
24 September 2012, , tidak dapat diterima.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 07 November 2013,
berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan
Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

sebagai Hakim Ketua,
Ir. J.B. Bambang Widyastata
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti
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